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ARAH KEBIJAKAN



SDGs SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA

6 Strategi Besar Transformasi Ekonomi Indonesia –
“Build Forward Better”: Dengan SDGs sebagai Instrumen Utama

Strategi #1
SDM berdaya
saing:
• Sistem Kesehatan
• Pendidikan (Sistem

Pendidikan dan 
Pendidikan Karakter)

• Riset dan Inovasi

Strategi #2
Produktivitas
Sektor Ekonomi:
• Industrialisasi
• Produktivitas UMKM
• Modernisasi

Pertanian

Strategi #3
Ekonomi Hijau:
• Ekonomi rendah

karbon dan 
ekonomi sirkuler

• Blue Economy 
• Transisi energi

Strategi #5
Integrasi Ekonomi
Domestik:
(economic powerhouse)
• Infrastruktur

konektivitas: Superhub, 
Hub Laut, Hub Udara

• Domestic Value Chain

Strategi #4
Transformasi 
Digital:
• Infrastruktur Digital

• Pemanfaatan Digital

• Penguatan Enabler

Strategi #6
Pemindahan IKN:
• Sumber

pertumbuhan baru
• Menyeimbangkan

ekonomi antar
wilayah

Dengan perbaikan enabling environment:
Reformasi Birokrasi, Reformasi Fiskal, dan Reformasi Sektor Keuangan

• SDGs memberikan dasar yang kuat dalam menuju 
Indonesia Maju

• Transformasi Ekonomi telah mulai di RPJMN 2020-2024
yang sejalan dengan SDGs

Pertumbuhan rata-rata
2015-2045:

5,7%PDB riil

PDB Riil / 
Kapita 5.0%

Tahun 2045:

Peran Indonesia 
Timur (KTI) 25%

Negara Maju dan 
PDB terbesar

Ke-5
(USD 7,4 triliun)

3

VISI INDONESIA 2045: 
SDGs SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA

Pemerintah dan 
Parlemen

Filantropi dan 
bisnis

Akademisi dan 
pakar

Organisasi 
kemasyarakatan 

dan media

KOLABORASI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN



ARAHAN PRESIDEN TERKAIT TRANSFORMASI DIGITAL
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22

33

44

55

Mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur 
digital,diikuti dengan percepatan penyediaan layanan internet di 
12.500 desa atau kelurahan dan titik layanan publik.

Peta Jalan  transformasi digital di sektor-sektor strategis 
seperti:pemerintahan, pelayanan publik, bantuan sosial, 
bidang pendidikan, bidang kesehatan, perdagangan, bidang 
industri, bidang penyiaran

Mempercepat Pusat integrasi data nasional

Mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk 
talenta digital

Mengembangkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan 
transformasi digital

“Kedaulatan dan kemandirian digital 
harus menjadi prinsip penting dalam 

transformasi digital”
Joko Widodo

Presiden Republik dariIndonesia

Sumber:Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 
pada 26 Februari 2021

Sumber:Rapat Perencanaan Transformasi Digital pada 3 Agustus 2020 4

5 Inpres tentang Pengembangan Transformasi Digital



KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 

2020 - 2024

Agenda Ke-7 Pembangunan di dalam Prioritas Nasional Rencana Jangka 
Menengah Nasional 2020 - 2024:
“Memperkuat Stabilitas Politik, hukum dan HAM dan Transformasi Pelayanan
Publik”

Salah satu Masalah Utama:
- Tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat 

(Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian(LPNK), Lembaga Non 
Struktural (LNS) yang mengakibatkan adanya disorganisasi.

- Adanya Tugas dan fungsi yang  terfragmentasi sehingga menyulitkan
mekanisme koordinasi antar instansi yang berujung pada ketidakefektifan 
dan ketidakefisienan.

- Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkanPeraturan Presiden 
Nomor 95 tahun 2018 tentang e-Government yang mengatur tentang 
integrasi E-gov untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, 
dan akuntabel. 5
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INFRASTRUKTUR DIGITAL DI
INDONESIA

Pembangunan  
jaringan4Gmelalui  
proses refarming  
spektrum yang  
sudahada

82.3%
Cakupan 4G di
seluruh kota di
Indonesia

Membangun  
Proyek Palapa  
Ring untuk  
menghubungkan  
serat optik ke  
setiap kota

93 %
Seluruh kota  
terhubung

Menyediakan  
akses  
infrastrukturbagi  
mereka yang  
berada di area  
non komersial

1,086
Base Transceiver Stations di  
perbatasan atau daerah  
tertinggal

4,111
Akses internet untuk sekolah,
fasilitas kesehatan,  
perkantoran

Membangun  
satelit nasional  
untuk akses  
internet didaerah  
terpencil

140,000
Layanan di seluruh negeri

150 Gbps
High Throughput Satellite

Sumber: Ministry of Commucation and IT, 2019



STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSFORMASI
DIGITAL  TAHUN 2020-2024

23

Integrasi Layanan danInfrastruktur SPBE:
Pusat Data Nasional, Satu Data Indonesia,  
Jaringan Intra Pemerintah, integrasi aplikasi

Perluasan Broadband:
Penyediaan BTS Last mile, Akses
Internet,  Satelit multifungsi

Pemanfaatan infrastruktur TIK  (pendidikan, 
kesehatan, sosial,  pertanian, e-commerce, 
platform  industri 4.0, serta kota cerdas)

Adopsi teknologi:
Big Data, Internet of Things (IoT)

Penguatan SDMDigital:
Literasi Digital, Digital Talent Schoolarship

Penguatan IndustriTIK  
dalam negeri:
Penguatan TKDN, pengurangan  
perangkat ilegal

2025
Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai  

Sumber Pertumbuhan

2035
Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai  

Penggerak Ekonomi Berbasis Inovasi

2045

Indonesia sebagai Salah Satu Pusat  
Ekonomi Kreatif dan Digital Kelas  

Dunia

Sasaran PengembanganEkonomi Kreatif dan Digital



TANTANGAN



TANTANGAN PEKERJAAN MASA DEPAN: TEKNOLOGI DIGITAL DAN  
OTOMATISASI MENCIPTAKAN TIMBULNYA PEKERJAAN BARU
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Indonesia  
51,8%

Japan  
55,7%

USA  
45,8%

China  
51,2%

Singapore  
44,2%

Malaysia  
51,4%

Australia  
44,9%

AGRICULTURE MANUFACTURE

49% 65% 53% 45% 64%
RETAIL CONSTRUCTION TRANSPORTATION  
TRADE ANDWAREHOUSING

Potensi otomatisasi  
berdasarkan sektor

TENAGA KERJA,  
NELAYAN,  
PEKERJA  

KERAJINAN

JAHIT,  
OPERATOR  

MESIN,
LAS DAN  

PEMATERIAN

SALESMAN,  
PEDAGANG  

ECERAN,  
KASIR,

PETUGAS TIKET

PEKERJA

DAN  
PANDAI BESI

KARYAWAN

KONSTRUKSI ADMINISTRASI,
PETUGAS  

GUDANG,DAN  
LAINNYA

Potensi  
otomatisasi  
berdasarkan  

sektor

Sumber: EMSI; Oxford Economic Forecasting; US Bureau of Labor Statistics; McKinsey analysis

Digitalisasi
Marketplace

Digitalisasi
Pariwisata

Digitalisasi
Pendidikan

Digitalisasi
Pasar Kerja



PERKEMBANGAN DIGITALISASI MELALUI INDUSTRI 4.0 
MENCIPTAKAN  TANTANGAN BERBEDA ANTAR NEGARA

Negara-negara maju
o Resiko sistemik
o Governance
o Permasalahan koordinasi  

dengan sektor swasta

Negara-negara berkembang
o Biaya tinggi untuk  

implementasi industri 4.0
o Menghubungkan daerah

terpencil dengan kepadatan
penduduk rendah: Cost of  
Connectivity

o Kesulitan menciptakan  
kesempatan kerja baru  
(dampak adanya transformasi)

Pergeseran
semakin cepat

Sumber: Global Uncertainties in Digital Era: Issues, Challenges, and Policies, Dean, School of Management and Administrative Sciences  Chair, 
Department of Economics, 2018 dikuti dari website Bank Indonesia

9



URGENSI PERCEPATAN TRANSFORMASI 
DIGITAL DI INDONESIA

Pemanfaatan TIK Aspek PendukungInfrastruktur TIK

Konektivitas1
 12.548 desa (15%) belum mencapai sinyal 4G 

dengan 3.435 desa (4%) merupakan kawasan non-3-
T dan 9.113 desa (11%) merupakan kawasan 3T 
(Kominfo, 2020)

 4.652 kecamatan (15%) jaringan telekomunikasi 
kabel serat optik belum tersambung (Kominfo, 2020)

Pusat Data & Aplikasi2
 489 pusat data tidak memiliki standar, dengan 

total penggunaan biaya Rp8,1 triliun per tahun 
per institusi (Kominfo, 2018)

 27.400 aplikasi dari 50 aplikasi serupa, biaya 
operasi dan biaya pemeliharaan Rp2,7 triliun 
per tahun (Kominfo, 2020)

Penyiaran3
 Sekitar 50 juta TV analog tidak dapat 

menerima siaran TV digital dengan baik
 Sekitar 251 pemancar TVRI masih 

menggunakan teknologi analog

Pendidikan1
 Pembelajaran jarak jauh:

o 287.000 dari total 391.000 sekolah (75%) memiliki 
jangkauan internet tetapi perlu peningkatan kualitas.

o Metode dan kurikulum untuk melaksanakan pendidikan 
jarak jauh belum banyak digunakan

o Biaya operasional (paket data guru/siswa)

Kesehatan2
o 2.560 (25,3%) Puskesmas belum terjangkau internet
o 244 (8,96%) Rumah Sakit tidak memiliki jangkauan 

internet

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah3
Sekitar 52 juta dari 64 juta (81,25%) UMKM masih belum 
menggunakan teknologi digital (Februari 2021)

Bantuan Sosial4
Kecepatan dan keakuratan data penyaluran bansos kepada 
masyarakat miskin dan rentan masih rendah.

Keamanan cyber1
Kasus serangan siber di Indonesia pada 2020 
meningkat menjadi 316.167.753 dari 98.243.896 
pada 2019 dan 12.895.554 pada 2018

Literasi Digital2
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam 
menggunakan internet dan perangkat ICT

Tenaga Kerja Digital3
Proporsi tenaga kerja Indonesia yang sudah 
memiliki keahlian di bidang digital baru mencapai 
19% (Amazon Web Service, 2021)

Industri TIK4
Perangkat dan sistem teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) masih didominasi oleh produk 
impor

11



PELUANG



Sumber:Hootsuite (Kami Sosial), 2022.

Telepon genggam

96,1%

Laptop 
atauDekstop
Komputer

68,7%

Perangkat 
Tablet

18,0%

Kepemilikan Perangkat
Persentase pengguna internet 
berusia 16-64 tahun yang 
memiliki salah satu perangkat 
tersebut.

vs. Population

370.1
Juta

133,3%

Koneksi Seluler 
Seluler vs. Population

204.7
Juta

73,7%

Pengguna internet
vs. Populasi

191,4
Juta

68,9%

Pengguna Media 
Sosial Aktif

POTRET PERKEMBANGAN DIGITAL 
INDONESIA

13



TALENTA DIGITAL 2030 : INDIA 
SURPLUS, INDONESIA DEFISIT 

Diperkirakan pada tahun 2030 ,
India surplus tenaga kerja ahli
digital sebanyak 245,3 juta
orang dan Indonesia diproyeksi
kekurangan sekitar 18 juta
tenaga ahli digital

Sources: Korn Ferry, Global Talent Crunch (2018)



REPUBLIK  
INDONESIA
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MEMPERCEPAT AKSES PEMANGKU KEPENTINGAN
PADA  PEMANFAATAN EKONOMI DIGITAL

Pemangku  
Kepentingan

Usaha Mikro, Kecil, dan  
Menengah

Mendorong UMKM untuk memasuki usaha
online

Nelayan dan Petani

The Next Indonesian  
Unicorn

e-Commerce

Membantu petani dan nelayanmenghadapi  
dan memanfaatkan teknologi digital untuk  

meningkatkan produktivitas serta  
meningkatkan dan memperluas penjualan

Mempercepat pertumbuhan start-up  
menengah-atas untuk berinteraksi dengan  

investor besar di levelglobal

Menerapkan peta jalan e-commercebersama  
dengan seluruh pemangku kepentingan  yang

relevan



MEMPERCEPAT AKSES PEMANGKU KEPENTINGAN
PADA  PEMANFAATAN EKONOMI DIGITAL : 

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 
Di dalam Ruang Lingkup LSM, berikut adalah beberapa hal yang dapat mengalami transformasi digital:

• Manajemen digital organisasi melalui penggunaan alat berbasis cloud 
untuk komunikasi dan manajemen tugas;

• Keterlibatan penerima manfaat dan mitra melalui perangkat digital;
• Digital Crowdfunding;
• Promosi digital melalui digital storytelling.
• Di bawah ini disorot

• Komunikasi internal, kolaborasi, koordinasi, dan manajemen pengetahuan;
• Mendorong komunikasi dan kolaborasi eksternal;
• Dapat menjangkau penerima manfaat, mitra, pemangku kepentingan melalui

kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan digital (misalnya, FGD, diskusi
publik, kerja pemuda, lokakarya, pelatihan, konferensi, diskusi kelompok, 
program sukarela, dll.);

• Lebih dekat dengan audiens target dan menjangkau audiens baru dengan lebih
baik mempromosikan profil kerja dan portofolio;

• Memperkuat transparansi;
• Meningkatkan inovasi;
• Memberikan kesempatan untuk pengembangan staf dan budaya organisasi

secara berkelanjutan.

beberapa potensi penggunaan alat digital dalam organisasi.

Sumber : Digital Transformation of CSOs, 
2021



17TRANSFORMASI DIGITAL SEBAGAI SARANA 
UNTUK KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN SDGs

PEMERINTAH 

DAN

PARLEMEN

AKADEMISI

DAN

PAKAR

FILANTROPI 

DAN

BISNIS

ORMAS

DAN

MEDIA

Platform SDGs

1. Target, Kebijakan & 
Program

2. Data dan Indikator 
Pembangunan

3. Sosialisasi/Diseminas, 
Komunikasi & Advokasi

4. Dukungan Regulasi & 
Anggaran

5. Monev & Pelaporan

1. Advokasi Pelaku 
Usaha

2. Fasilitasi Program 
(Komunikasi, 
Peningkatan Kapasitas 
dan Kolaborasi 
Pendanaan 

1. Peningkatan Kapasitas
2. Evaluasi
3. Policy Paper/Policy 

Brief sebagai dasar 
Policy Formulation

4. Data dan Indikator 
Pembangunan

1. Diseminasi dan 
Advokasi

2. Fasilitasi Program
3. Membangun 

pemahaman publik, 
dan Peningkatan 
Kapasitas 

4. Monitoring

TPB/SDGs merupakan target yang ambisius dan hanya dapat dicapai melalui KEMITRAAN

The imperative core 
principle of SDGs 

17
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UPAYA PELOKALAN SDGs &
Dukungan Peran dari Perguruan Tinggi

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs di
31 Provinsi yang ditetapkan melalui Pergub dan 
memuat Matriks Program/Kegiatan tingkat 
Kabupaten/Kota

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs di
31 Provinsi yang ditetapkan melalui Pergub dan 
memuat Matriks Program/Kegiatan tingkat 
Kabupaten/Kota

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs di
31 Provinsi yang ditetapkan melalui Pergub dan 
memuat Matriks Program/Kegiatan tingkat 
Kabupaten/Kota

Sudah terbentuk 25 SDGs Center/Network/Hub di 
berbagai Perguruan Tinggi untuk mendukung 

pelaksanaan SDGs di tingkat Nasional dan 
Daerah



SDGs 
& CONTOH PEMANFAATAN TRANSFORMASI DIGITAL
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PERUBAHAN LANSKAP SOSIAL-EKONOMI

Covid-19 merevolusikan digital transformation 
(Third Wave Toffler-ian)-> go digital or perish
• Digital education/learning
• Digital economy (mengatasi ekonomi makelar)
• Social (enterprise) digital, etc



https://www.budinomic.info/teknologi-informasi-untuk-rakyat/

https://www.budinomic.info/digital-technology-brings-prosperity-to-rural-areas/







Sumber: Aruna



sdgs.bappenas.go.id
sekretariat.sdgs@bappenas.go.id



RENCANA PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 
BERBASIS ELEKTRONIK (2020-2024)

26
Sumber:Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022
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PENGUATAN
TATA KELOLA

PENGUATANE-GOV JASA

PENGUATAN E-GOV
INFRASTRUKTURKTUR

TIK BANGUNAN4.0

MENGEMBANGKAN TIK4.0

2020 2021 2022 2023 2024

SEBUAHprestasi

1. Rata-rata kenaikan indeks E-gov, 2018: 
1,98 (kurang) 2019: 2,18 (cukup) 2020: 
2,26 (Cukup) 2021: 2,24 (Cukup) dengan 
indikator penilaian baru, prinsip integrasi 
nasional

2. Kenaikan peringkat 19 e-Government 
Development Index (UN), 2018: 107, 
menjadi 2020: 88

3. Penetapan berbagai kebijakan turunan 
Perpres SPBE

PEMERINTAH CERDASTTAHAP PERUBAHAN

• Implementasi penuh dari layanan digital publik dan administrasi 
pemerintah nasional

• Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Buatan (Data-Driven 
Government)

• Konsep Smart City dengan pola kerja digital (New Way of 
Working) dalam operasional pemerintah pusat di Ibu Kota 
Nusantara pada tahun 2024

• Proses bisnis yang terintegrasi melalui penerapan Arsitektur 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

• Tema layanan
• Pemanfaatan Sharing Infrastruktur TIK Nasional
• Meningkatkan literasi digital ASN (Manajemen ASN Digital)

TAHAP TRANSFORMASI

DIPERLUKAN UPAYA PERCEPAT sampai tahun 2024



E-GOVERNMENT PEMERINTAH DI INDONESIA

Indikator 16.6.1* Pengeluaran pemerintah primer sebagai 
proporsi dari anggaran awal yang disetujui, 2014-2020

94,69

91,05

89,5

94,1

99,7

93,83
94,55

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pada tahun 2020, tingkat realisasi anggaran adalah 94,55%, 
skor tinggi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan dengan
menggunakan E-Proc.

Contoh lain E-Gov Indonesia:

Berbagai sistem E-Government mendorong pencapaian 
SDGs.

27



PERCEPATAN PEMERINTAH DIGITAL

1
Krisis pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan besar dalam bentuk
penggunaan teknologi dan transformasi digital secara masif dalam 
pemerintahan.

2

3

Untuk mengkonsolidasikan dan mengatur berbagai sumber daya digital untuk 
mencapai target pembangunan nasional, penting untuk memiliki regulasi, proses 
bisnis, dan pengaturan kelembagaan terkait ekosistem digital nasional, yang 
mengatur berbagai pemangku kepentingan, sistem, dan lingkungan digital yang ada.

Kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah dan sektor swasta, antar negara 
dan dengan mitra pembangunan untuk mengintegrasikan e-Government di 
setiap sektor pelayanan publik.
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